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ABSTRAK 

Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, khususnya pedofilia telah 

menyedot perhatian masyarakat yang akhirnya membuat pemerintah menyatakan 

bahwa pada tahun 2014 merupakan Tahun Darurat Kekerasan Seksual terhadap 

Anak. Tulisan ini dimaksudkan memberikan gambaran dan juga pemikiran 

mengenai pedofilia sebagai kekerasan seksual terhadap anak, serta diharapkan 

mampu menjadi titik tolak pembuatan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan 

seksual.  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

Undang-undang, buku, jurnal dan juga internet. Dalam metode ini Undang-undang 

yang digunaka ialah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 

Tentang Pemasyarakatan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 

2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 

Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. 

Sumber bahan hukum yang yang digunakan yakni, primer dan sekunder. Dalam 

pengumpulan bahan hukum akan menggunakan dua metode yaitu: Studi 

kepustakaan dan internet. Dan Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian 

ini adalah melalui studi dokumen atau kepustakaan atau yang disebut dengan 

pendekatan kepustakaan yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan 

perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian 

ini. 

Hasil penelitian ini bahwasanya kejahatan pedofilia ini harus mendapatkan 

penanganan yang lebih agar tidak semakin marak kejadian pedofilia ini. Dalam hal 

ini khusunya penegak hukum pidana, umumnya pada pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah serta lembanga masyarakat, terhadap mantan pedofilia. Yaitu 

memberikan fasilitas dengan menyiapkan tempat khusus untuk penyembuhan 

psikologis pedofilia, pembinaan dalam masyarakat, contoh dengan mendidik 

kerohanian, memberikan pendidikan religius dengan mendekatkan kepada 

pendidikan agama. 
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ABSTRACT 

The rise of cases of sexual violence against children, especially pedophilia, 

has attracted public attention, which finally made the government declare that 2014 

was the Year of Emergency Sexual Violence against Children. This paper is 

intended to provide an overview and also thoughts about pedophilia as sexual 

violence against children, and is expected to be a starting point for making policies 

to protect children from sexual violence.  

The types of research used in the preparation of this thesis are laws, books, 

journals and also the internet. In this method the laws used are the Law of the 

Republic of Indonesia Number 12 of 1995 concerning Correctional Institutions, the 

Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Child Protection, 

the Law of the Republic of Indonesia Number 39 of 1999 concerning Human Rights 

and the Code -Criminal Law Act. The approach method used in this research is 

normative. The sources of legal materials used are primary and secondary. In 

collecting legal materials, two methods will be used, namely: library research and 

the internet. And the technique of collecting legal material in this research is 

through document or library studies or what is called the library approach, namely 

by studying books, laws and regulations and other documents related to this 

research.The results of this study indicate that this pedophile crime must get more 

treatment so that the incidence of pedophilia does not increase. In this case, 

especially criminal law enforcers, generally at the central government and local 

governments as well as community institutions, against former pedophiles. Namely 

providing facilities by preparing a special place for psychological healing of 

pedophiles, coaching in the community, for example by educating spirituality, 

providing religious education by bringing it closer to religious education. 
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